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PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 7 TAHUN 2019 

TENTANG 

KAMUS KOMPETENSI TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :  a.  bahwa untuk mengembangkan manajemen sumber daya 

manusia berbasis kompetensi bagi pejabat fungsional 

diplomat diperlukan standar kompetensi jabatan 

fungsional diplomat; 

b. bahwa dalam penyusunan standar kompetensi jabatan 

fungsional diplomat diperlukan kamus kompetensi teknis 

jabatan fungsional diplomat; 

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang 

Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, 

Menteri Luar Negeri menetapkan kamus kompetensi 

teknis jabatan fungsional diplomat; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang 

Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Diplomat; 

    

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

3. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang 

Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri; 

4. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 100); 

5. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 

SK.06/A/OT/VI/2004/I Tahun 2004 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar 

Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri 

Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/I Tahun 2004 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik 

Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1265); 

6. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar 

Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 590); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang 

Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1907); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2018 tentang 

Jabatan Fungsional Diplomat (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 126); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG KAMUS 

KOMPETENSI TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Diplomat 

yang selanjutnya disebut Kamus Kompetensi Teknis 

adalah kumpulan kompetensi teknis yang meliputi daftar 

jenis kompetensi teknis, definisi kompetensi teknis, 

deskripsi kompetensi teknis, dan indikator perilaku 

untuk setiap level kompetensi teknis yang diperlukan 

dalam jabatan fungsional diplomat. 

2. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang 

dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, 

keahlian dan sikap perilaku dalam pelaksanaan tugas 

jabatannya. 

3. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan 

dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang 

teknis jabatan. 

4. Jabatan Fungsional Diplomat adalah jabatan yang 

mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan 

wewenang untuk melaksanakan kegiatan diplomasi 

dalam lingkungan Kementerian Luar Negeri dan 

Perwakilan Republik Indonesia. 

5. Diplomasi adalah kegiatan yang meliputi representing, 

negotiating, protecting, promoting, reporting, dan managing. 

6. Politik Luar Negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah 

pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam 

melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi 

internasional, dan subjek hukum internasional lainnya 

dalam rangka menghadapi masalah internasional guna 

mencapai tujuan nasional. 
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7. Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang 

menyangkut aspek regional dan internasional yang 

dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah, 

atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, 

organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga 

swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia. 

8. Perwakilan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut 

Perwakilan, adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan 

konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili 

dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan 

pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di 

negara penerima atau pada organisasi internasional. 

9. Level adalah peringkat yang menunjukkan tingkat suatu 

kompetensi dari tingkat mengerti dan memahami/dalam 

pengembangan, tingkat dasar atau mampu menerapkan 

sesuai pedoman, tingkat menengah atau menerapkan 

dengan analisis, tingkat mumpuni atau mengevaluasi dan 

mampu memperoleh dukungan serta tingkat ahli atau 

mengembangkan. 

10. Deskripsi adalah kalimat singkat yang menunjukkan 

suatu tingkatan kompetensi atau tingkat penguasaan 

kompetensi tertentu 

11. Indikator Perilaku adalah kalimat yang menunjukkan 

rincian lebih lanjut dari deskripsi level berupa perilaku 

yang dapat diukur yang menunjukan ciri-ciri dari suatu 

tingkat penguasaan suatu kompetensi. 

12. Unit Kerja yang selanjutnya disebut Unit adalah unit 

jabatan pimpinan tinggi pratama di Kementerian Luar 

Negeri. 

 

BAB II 

KAMUS KOMPETENSI TEKNIS 

 

Pasal 2 

(1) Kamus Kompetensi Teknis menjadi acuan standar 

kompetensi Jabatan Fungsional Diplomat sesuai dengan 

karakteristik tugas jabatan. 
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(2) Kamus Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.  

 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 3 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

      

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 8 April 2019 

 

MENTERI LUAR NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

   ttd. 

 

RETNO L. P. MARSUDI 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 30 April 2019 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

  ttd. 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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